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Abstrak

Sektor pertambangan tembaga dan emas yang dioperasikan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara

di Sumbawa Barat sangat dominan terhadap struktur perekonomian kabupaten tersebut sejak 2000-
2006 dengan rata-rata 94,00 o/o dalam PDRB. Terkait dengan sifat sumberdaya mineral yang tidak
terbarukan, deposit rnineral yang terbatas dan masa produksi pertambangan yang relatif pendek

maka ketergantungan terhadap satu sektor (pertambangan) dalam jangka menengah dan panjang

akan berpengamh signifikan bagi pembangunan wilayah Sumbawa Barat. Untuk itu perlu solusi
mengurangi ketergantungan terhadap tambang dengan melakukan transformasi struktur ekonomi
dengan membangun rantai pohon industri pertanian lokal yang merupakan sumberdaya terbarukan

dan ekowisata. Selain itu semakin berkurang dan habisnya pertambangan pada masa mendatang akan

sangat beresiko terhadap kinerja pembangunan. Peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan
anggaran dengan tepat dan kerjasama antar daerah dalam memperbaiki dan mempertahankan kinerja
pembangunan sangat penting dilakukan. Hasil analisis isi (content analysis) peraturan perundangan

sektor pertambangan belum mengarah pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : pertambangan, transformasi, sumberdaya lokal terbarukan, perubahan kebijakan

Abstroct

Copper and Gold mine sector that operated by PT. Newmont Nusa Tenggara in West Sumbawa has

doninated the regencv economic structure since 2000-2006 with average sharefor Product Domestic
Regional Bnrto is 94,00 %u Regarding to mineral resources characterislic such as unrenewable,

limited mineral deposit and relative short of long liJb project ther.fore dependency only on one sector
(mining) /br long and ntedium terms will have signifcant effect on the development of West Sumbawa.
Therefore, it's need a solulion to reduce the dependency on the mine sector to traffirm economic

.stnrclure h), means stublishecl local agro-industrial tree chain thal characlerized by renewable
resources and ecotourism. In olher hand, more reduction and exhaustment of mine production in
the./itture u,ill give u rish, e/fect (impact) on development performance. Roles of local government
to efficientl.v ollocat proper the budget and cooperation with other regions to enhance and maintain

development perfonnunce is nec'essaryt to be implemented. The content o/'analysis shows that the

regulatiort on rttittirtg.sector.s not yet directed to at'hieve sustainable development goals.

Ke.r,r,onls; ntining, lrans.fbrnttttion, local reneu,ahle resources, policy changing
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Dominannya sektor pertambangan diikuti
tidak berkembangnya sektor lain merupakan
fenomena yang sering disebut Dutch Diseaser.
Hal ini diperkuat dengan pandangan Humpreys
dkk (2007), bahwa penyakit Belanda (Ducth
Disease) dalam kasus Belanda yang memburuk
ki nerj anya adalah sektor manufaktur, sedan gkan

di negara-negara berkembang, kelihatannya
yang dirugikan adalah sektor pertanian. Industri
ekstraktif tidak dihasilkan dari proses produksi
dan bisa didapatkan tanpa terkait dengan proses

ekonomi lainnya sehingga yang kerap muncul
adalah terbentuknya kawasan tersendiri yang
terpisah/terisolasi (enc I ave) (Humpreys, 2007).
Karena ekstraksi sumberdaya mineral tidak
punya keterkaitan dengan sektor ekonomi
lainnya yang menyebabkan sektor lain tidak
berkembang di daerah setempat sehingga dalam
proses produksi harus mengambil sumberdaya
dari daerah lain misalnya tenaga kerja, bahan
baku pertanian dsbya sebagai akibatnya
daerah setempat mengalami efek pencucian/
penguras an ( b a c kw a s h ef.fe c t) atau terj adinya
kebocoran regional (regional leakages) yang
sangat besar (Malanuang, 2002).

Pengelolaan industri pertambangan di
berbagai belahan dunia lebih banyak rnenuai
kegagalan daripada keberhasilan. Bagi negara-
negara yang gagal mengambil manfaat dari
berkah kekayaan yang mereka miliki disebut
dengan istilah kutukan sumberdaya alam
(resource curse)2. Menurut (Auty, 1993
dan Humpreys, 2007) negara-n egara yang
berkelimpahan dengan sumberdaya alam
seperti minyak dan gas, performapembangunan
ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (good
governance) kerap lebih buruk dibandingkan
negara-ncgara yang sumberdaya alamnya lebih
kecil.

Norwegia dapat dikatagorikan sebagai
negara yang berhasil mengelola sumberdaya

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sumberdaya mineral bersifat tidak terbaru-

kan (unrenewable resources) maknanya
sumberdaya tersebut tidak memiliki kemampuan
regenerasi secara biologis sebagaimana halnya
pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan
dsbnya. Jika sumberdaya ini diekstraksi
konsekuensinya pada suatu masa tertentu
pasti akan habis (Wibowo, 2005). Sektor
pertambangan seringkali memberikan kontribusi
signifikan terhadap struktur perekonomian
di daerah-daerah yang kaya sumberdaya
mineral di Indonesia bahkan mendominasi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dari sembilan sektor yang diukur kinerjanya.
Melihat performa PT. Freeport Indonesia (PTFI)
yang beroperasi di Kab. Mimika mendominasi
struktur perekonomian (PDRB) Kabupaten
tsb rata-rata sebesar 96,05 oh. Demrkian pula
dengan operasi PT. International Nikel (PT
INCO) di Kabupaten Luwu Timur 2000-2006
rata-rata 79,08 %o dan PT. Kaltim Prima Coal
(PT KPC) di Kab. Kutai Timur 2000-2006 rata-
rata 81,67 o (BPS 2006, diolah).

Proyek Batu Hijau yang dioperasikan
oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)
di Kabupaten Sumbawa Barat NTB sebagai
wilayah studi penelitian ini tidak jauh berbeda
dengan daerah penghasil sumberdaya mineral
lainnya di mana sektor pertambangan sangat
dominan sejak 2000-2006 dengan rata-rata
sebesar 94,00oh, sedangkan sektor pertanian
hanya 2,36oh, sisanya terbagi pada tujuh sektor
lainnya yakni industri pengolahan, listrik, gas

dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel
dan restoran, pengangkutan dan komunikasi,
keuangan persewaan dan jasa perusahaan serta
jasa-jasa hanya sebesar 3,640 . (BPS, 2006
diolah).

I Dutch Discasc adalah fcnomcna yang tcriadi tahun 1970-an, Ilclanda mcngalami nrasalalr ini. Nlcnyusul pcncnruarr gas alam di Laut
Utara. Bclarrda tiba-tiba mcnyaclari bahrva scktor manufaktnr mcrcku tiba-tiba bcrkincr.la lcbih bumk dari yang sudah diantisipasi
(Hurnphrcys ct al dalanr L'-scapirrg Thc Rcsourcc Ciursc, 2007 hal 6)

2 Ktrtukan sumbc-rdaya alam rncnriuk pada fukta bahwa ncgara-ncgara kaya sumbcrdaya ahnr mcnriliki pcrtumbuhan yang lcbih rcndah
(Sachs clan Wantcr 2000). lcnrbaga-lcmbaga bumk (Karl 1997). dan lcbih banyak konflik tlbandingkarr dcngan ncgara-ncgara miskin
suntbcrdaya alarn ((iollicr dan Hocfllcr 2004't
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yang bersifat tidak terbarukan yakni minyak
dan gas di negara tersebut. Norwegia sebagai

contoh bagi praktek-praktek terbaik yang
berhasil menghindarkan diri dari munculnya
kutukan sumberdaya alam (Karl di dalam
Humpreys, 2007). Norwegia menempati
ranking pertama dunia dalam laporan Indeks
Pernbangunan Manusias (lPM 2004) PBB
dengan nilai (0,956) mendekati sempurna.
Sebaliknya survey UNDP tahun tersebut
menunjukkan bahwa hampir seluruh negara
penghasil minyak memiliki angka IPM dari
rendah hingga sedang, fenomena ini disebut
paradok berkelimpahan (paradox of plenty).

Sebagai Kabupaten yang baru berdiri,
Kabupaten Sumbaw aBarat(KSB) menghadapi
permasalahan yang sangat fundamental
diantaranya pertama, KSB termasuk dalam 199

Kabupaten dengan katagori tertinggal menurut
Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal (tahun 2005). Kedua, menurut hasil
penelitian BPS (2004) Indeks Pembangunan
Manusia (lPM) NTB berada pada urutan ke
33 (terbawah) dari 33 Propinsi di Indonesia
dengan skor 60,6 (katagori sedang). Sedangkan

IPM KSB berada pada urutan ke 5 dengan skor
61,9 (katagori sedang) dari 9 kabupaten/kota di
NTB. Ketigo,jumlah penduduk miskin di KSB
persentasenya cukup signifikan baik sebelum
adanya pertambangan (1998) maupun setelah
pertambangan beroperasi (2006)

Bergantung pada sumberdaya alam yang
tidak terbarukan semata bukanlah basis
pembangunan yang berkelanjutan (Karl,
2007). Dalam konteks pembangunan Sumbawa
Barat ketergantungan hanya pada satu sektor
yakni pertambangan akan berbahaya dalam
jangka menengah dan panjang. Kinerja
pembangunan kabupaten ini akan turun secara

drastis seiring dengan berakhirnya Proyek
Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara
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(PTNNT). Sebagai langkah antisipasi habisnya
pertambangan pemerintah Kabupaten Sumbawa
Barat perlu melalukan transformasi dengan
membangkitkan sumberdaya yang bersifat
terbarukan dalam konteks penelitian ini adalah
pertanian dan pariwisata. Cagalnya melakukan
transformasi dalam perspektif pembangunan
berkelanjutan dalam kerangka pembangunan
daerah Sumbawa Barat menjadi tantangan bagi
pembangunan wilayah kabupaten ini jika tidak
ingin terperangkap dalam fenomena kabupaten
hantu (ghost regency)a 

"

T[juan Penelitian
Tujuan penelitian akan di fokuskan

pada : l) Pengembangan model transformasi
dan diversifikasi struktur ekonomi dari
dominasi sektor pertambangan ke skenario
restrukturisasi keterkaitan antar sektor
melalui analisis rantai pohon industri berbasis
sumberdaya lokal terbarukan untuk sektor
pertanian dan ekowisata, 2) Keterkaitan
antara pola penganggaran (APBD) dengan
kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat dan pengaruh spasial kinerja
pembangunan antar daerah dengan menganalisis
dan memetakan (a) konfigurasi spasial kinerja
pembangunan daerah (b) konfigurasi spasial
pola pengalokasian APBD (c) peran struktur
alokasi anggaran belanja dan keterkaitan antar
daerah untuk opti m al i sasi kinerj a pemb an gunan

daerah. Peran pemerintah dalam pengalokasian
anggaran sangat menentukan bidang-bidang atau

sektor-sektor mana yang harus dikembangkan
di luar pertambangan untuk ditingkatkan
anggarannya karena berpengaruh terhadap
kinerja pembangunan.

Identifikasi permasalahan investasi
pertambangan dan perubahan kebijakan yang
diperlukan ditingkat pusat hingga daerah
penelitian

Indcks Pcnrbangunan Manusia adalah indcks komposit yang disusun dari tiga indikator : lama hidup yang diukur dcngan angka
harapan hidup kctika lahir. pcndidikan yang diukur bcrdasarkan rata-rata lama sckolah dan angka mclck huruf pcnduduk usia l5
tahutt kc atas : clan standar hidup yang diukur dcngan pcngcluaran pcr kapita (PPP mpiah). Nilai indcks bcrkisar antara 0-100
Fcnotncna kabupatcn hantu tcrjadi pada pcrtambangan timah sclama 120 tahun di Dabo-Singkcp kabupatcn Lingga kcpulauan Riau
dcmikian pula dcngan gagalrrya pcnanrbangan fosfat sclarna 70 tahun di rcpublik Naum Afrika yang mcnjadikan ncgara tcrscbut
scbagai ncgara hantu /glo,r/ .stole).
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kondisi awal (tanpa dilakukan transformasi).
Menciptakan keterkaitan ekonomi antara sektor
hulu dan hilir menjadi prasyarat agar basis
industri kuat dan efisien sehingga industri yang
berkembang dapat menjadi pendorong tumbuh
kembangnya kegiatan ekonomi lokal yang pada

akhirnya daerah dapat tumbuh dan berkembang
secara mandiri dan berkelanjutan.

Selanj utnya Soena rto (2007) menerangkan
kaitan antara pola pengalokasian anggaran
dengan interaksi spasial, bahwa pola
pengalokasian anggaran suatu daerah yang
tepat akan memberi pengaruh terhadap kinerja
pembangunan yang baik untuk daerah yang
bersangkutan dan diharapkan juga memberi
pengaruh terhadap kinerja pembangunan
di daerah sekitarnya. Begitu pula kinerja
pembangunan di suatu daerah tidak hanya
dipengaruhi oleh pola pengalokasian anggaran
pada daerah yang bersangkutan, tetapi
mendapat pengaruh dari daerah di sekitarnya.
Pengalokasian anggaran belanja yang baik
sesuai untuk suatu daerah akan memberi
dampak terhadap daerah-daerah lainnya.
Atau dapat dikatakan, dengan tercapainya
kinerja pembangunan yang baik maka daerah-
daerah sekitarnya akan menerima manfaat
jugu. Identifikasi masalah pertambangan juga
dilakukan dengan menganalisis kebijakan
peraturan perundang undangan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Materi
Tiga tahapan analisis untuk menjawab

tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Pertama, menganalisis potensi daerah
selain sektor pertambangan yang dapat di
jadikan sumber-sumber pertumbuhan baru
untuk menopang pembangunan berkelanjutan
di masa mendatang. Berdasarkan potensi daerah
yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan
pengembangan model transformasi dan
diversifikasi struktur ekonomi dari monosektor
pertambangan ke skenario restrukturisasi
keterkaitan antar sektor melalui analisis

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (Amin et a|,2003) pembangun-
an berkelanjutan dalam konteks usaha
pertambangan adalah transformasi sumberdaya
tidak terbarukan (non renewable resources)
menj adi s umberdaya pemban gunan terbarukan
( re n ew a b I e re s o u rcas/, pen i n gkatan n i lai tambah
pcrtambangan harus berbasis sumberdaya
setcmpat atau nasional (local resource based),

bcrbasis masyarakat (community based),
dan berkelanjutan (sustainable). Sedangkan
rrcnurut (agcnda 2l scktor pertambangan,
2001) inti dari azas pembangunan berkelanjutan
dalam pemanfaatan sumberdaya mineral adalah

mengupayakan agar sumberdaya mineral dapat

memberikan kemanfaatan secara optimal bagi
manusia pada masa kini tanpa mengorbankan
kepentingan generasi mendatang.

Bahwa cadangan tembaga dan emas
proyek Batu Hijau PT. Newmont Nusa
Tenggara di Sumbawa Barat suatu saat pasti
akan habis dengan selesainya masa penggalian
bahan tambang tahun 2017 dan tutup tambang
tahun 2023. Di sisi lain Kabupaten Sumbawa
Barat sangat tergantung hanya pada sektor
pertambangan yang tercermin di dalam PDRB
rata-rata sebesar 94,00o/o sejak 2000 hingga
2006 dan mencapai puncaknya tahun 2005
sebesar 95,260 dengan nilai nominal sebesar
Rp. 7,581 triliun. Nilai PDRB Sumbawa
Barat akibat beroperasinya PT. Newmont
Nusa Tenggara sejak tahun 2000 hingga 2006
menempati urutan tertinggi di Propinsi NTB.

Dengan satu argumentasi yang kuat bahwa
cadangan sumberdaya mineral suatu saat
pasti akan habis, maka perlu dicarikan sektor
altematif yang dapat drjadikan sebagai basis
perekonomian di masa depan. Menurut Margo
(2005), stmktur ekonomi akan berubah secara

signifikan jika dilakukan perubahan mendasar

tentang keterkaitan antar sektor-sektor dalam
sistcm pcrekonomian, dengan kata lain
melalui kctcrkaitan hulu hilir (pohon industri)
perubahan struktur ekonomi akan berjalan
jauh lcbih cepat menuju struktur ekonomi
yang seimbang bila dibandingkan dengan
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rantai pohon industri berbasis sumberdaya
lokal terbarukan dengan fokus pada pertanian

dalam arti luas yang merupakan sumberdaya
terbarukan dan ekowisata.

Kedua, menganalisis peran alokasi
anggaran dan kerjasama antar daerah untuk
memperbaiki kinerja pembangunan di 34 Kab/
Kota tiga propinsi yakni Bali, NTB dan NTT.

Ketiga, perubahan kebij akan pertambangan

untuk perbaikan pengelolaan pertambangan di
masa depan dari tingkat pusat hingga ke daerah

penelitian yakni Kabupaten Sumbawa Barat.

Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah penelitian ini

dibagi tiga yakni pertama untuk model
transformasi struktur ekonomi digunakan
input output Kabupaten Sumbawa Barat NTB,
kedua untuk melihat pola penganggaran yang

mempengaruhi kinerja pembangunan meliputi
34 KablKota di tiga propinsi yaitu Bali,
NTB dan NTT dan ketiga untuk kebijakan
pertambangan akan dilalukan analisis dari
tingkat pusat hingga ke wilayah penelitian
yakni Kabupaten Sumbawa Barat.

Metode Analisis
Metode Analisis Tujuan Pertama yaitu

transformasi struktur ekonomi Sumbawa
Barat berbasis pertambangan ke sumberdaya
lokal terbarukan menggunakan Simulasi
Input - Output rantai pohon industri.

Metode Analisis yang digunakan untuk
menjawab tujuan pertama penelitian iniadalah
menggunakan simulasi analisis Input-Output 34

sektor pada struktur perekonomian Kabupaten
Sumbawa Barat. Sektor yang akan dibuat
simulasi rantai pohon industrinya sejumlah 17

sektor terbagi dalam l5 sektor pertanian dalam
arti luas yang merupakan sumberdaya yang
bersifat terbarukan dan dua sektor ekowisata
yakni hotel dan restoran.

Tahapan melakukan transformasi
adalah dengan simulasi rantai pohon industri
dengan langkah-langkah sebagai berikut. l)
melakukan identifikasi potensi daerah untuk
sektor pertanian dan ekowisata di Kabupaten
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Sumbawa Barat. 2) berdasarkan potensi daerah
yang telah didapatkan pada langkah pertama
kemuelian dilakukan benchmarking l7 sektor
yang ada di Sumbawa Barat dengan l7 sektor
yang sama di daerah-daerah yang relatif telah
berkembang sektor tersebut. Selanjutnya
melakukan skenario simulasi restrukturisasi
keterkaitan antar sektor dalam perekonomian
dengan mengembangkan industri hilir melalui
analisis rantai pohon industri. 3) berdasarkan

hasil yang telah diperoleh pada langkah
kedua selanjutnya didapatkan tabel Input
- Output Sumbawa Barat yang baru yang
merupakan hasil transformasi berdasarkan
informasi dari rantai pohon industri.4) langkah
keempat adalah melakukan simulasi dari hasil
input - output Sumbawa Barat yang baru
dengan adanya kebijakan pemerintah untuk
mengurangi produksi tambang tembaga dan

emas proyek Batu Hrjau PTNNT sebesar l5olo

serta reklamasi batuan penutup tambang (waste

rockdump) dengan vegetasi lokal dengan biaya
Rp. 1,3 Milyar per hektar untuk lahan seluas

ll92 Ha hingga selesainya masa penggalian

tambang tahun 2016.
Metode Analisis Tujuan Kedua adalah

Hubungan Fungsional Antara Konfigurasi
Spasial Pola Pengalokasian Anggaran
Belanja Daerah dengan Konfigurasi Spasial
Kinerja Pembangunan Daerah

Keterkaitan antara pola pengalokasian
anggaran (APBD) dengan kinerja pembangunan

dan pengaruh spasial kinerja pembangunan
dilakukan di 34 Kab/Kota tiga propinsi yakni
NTB, Bali dan NTT. APBD merupakan
instrumen kcbrlakan utama bagi pemerintah
daerah. Peran pemerintah dalam pengalokasian
anggaran sangat menentukan bidang-bidang atau

sektor-sektor mana yang harus dikembangkan
diluar pertambangan untuk ditingkatkan
anggarannya karena berpengaruh terhadap
kinerja pembangunan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pola pengalokasian anggaran

dengan kinerja pembangunan daerah yaitu : l)
Pola pengalokasian anggaran suatu daerah 2)
Pola pengalokasian anggaran daerah sekitamya
dan 3) kinerja pembangunan daerah sekitarnya.
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lI92 Ha. Maka struktur perekonomian KSB
mengalami kontraksi di mana pertambangan
dan penggalian turun menjadi 58,680/0,
pertanian 38,71 serta perdagangan hotel dan

restoran l,ll%o
Hubungan Fungsional Antara Konfi gurasi

Spasial Pola Pengalokasian Anggaran Belanja
Daerah dengan Konfigurasi Spasial Kinerja
Pembangunan Daerah

Hubungan Fungsional Pola Penganggaran

dengan Kinerja Pembangunan untuk Aspek
Pangsa Keluarga Miskin, Produktifitas Wilayah,
Pangsa PAD, PAD Perkapita dan PAD Luas
Wilayah.

Hasil analisis pola penganggaran di
setiap 34 KablKota tiga propinsi yakni Bali,
NTB dan NTT menunjukkan bahwa kinerja
pembangunan untuk aspek pangsa keluarga
miskin, produktifitas wilayah, pangsa PAD,
PAD perkapita dan PAD luas wilayah, secara

nyata dipengaruhi oleh pola pengang garan
di daerah sendiri dan tidak dipengaruhi oleh
pola penganggaran daerah lain. Secara rinci
hubungan antara pola penganggaran dengan

kinerja pembangunan diatas adalah sebagai
berikut :

Untuk bidang kehutanan dan perkebunan
terhadap total anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD) dibagi dengan luas wilayah
masing-masing Kab/Kota @
namun kecil atau tidak strategis menurunkan
pangsa keluarga miskin dan juga pengaruhnya
positif namun kecil atau tidak strategis dalam
meningkatkan produktifitas wilayah, pangsa

Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD dibagi
dengan jumlah penduduk dan PAD dibagi
dengan luas wilayah.

Unfuk bidang Pertanian dan Penanaman

Modal terhadap total anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD) dibagi dengan jumlah
penduduk (perkapita) pada masing-masing Kab/
Kota pengaruhnya positif namum kecil atau

tidak strategis menurunkan pangsa keluarga
miskin dan juga pengaruhnya pos

kecil atau tidak strategis dalam meningkatkan
produktifitas wilayah, pangsa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), PAD dibagi dengan

Dengan kata lain kinerja pembangunan
suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh
pola pengalokasian anggaran daerah yang
bersangkutan, tetapi akan dipengaruhi pula
oleh daerah sekitarnya, Selanjutnya pola
pengalokasian anggaran yang tepat dapat
membantu proses percepatan transformasi
struktur ekonomi berbasis sumberdaya
pertambangan ke sumberdaya atau sektor-
scktor di luar tambang.

Metode Analisis Tujuan Ketiga
Identifikasi permasalahan investasi

pertambangan dan perubahan kebrjakan yang

diperlukan sebelum tambang dimulai, saat

operas i dan s ete I ah berakhirnya pertamban gan.

Dengan menganalisis berbagai kebijakan dari
tingkat pusat hingga daerah penelitian yakni
Kabupaten Sumbawa Barat NTB sebagai
lokasi Proyek Batu Hijau PT. Newmont
Nusa Tenggara. dengan melakukan analisis
isi (content analltsisl terhadap peraturan
perundangan yang terkait pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Struktur Ekonomi Berbasis
Pertambangan ke Sumberdaya Lokal Terbarukan

(pertanian dan pariwisata)
Kondisi eksisting struktur ekonomi

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berdasarkan

tabel input output Q0ATyang sangat didominasi
oleh pertambangan dan penggalian sebesar
9 5, 0 I 

oh, pertanian hanya I,68oh serta ekowisata
1,0 Soh. Setelah dilakukan anali s i s transformas i
simulasi rantai pohon industri l7 sektor yakni
l5 sektor pertanian dalam arti luas dan2 sektor
ekowisata, ternyata terjadi pergeseran dalam
struktur ekonomi KSB menjadi pertambangan
dan penggalian sebesar 68,,57oA,, pertanian
28,81o/o serta ekowisata (perdagangan, hotel
dan restoran) I ,l3oh.Apabila PTNNT membuat
kebijakan dengan menurunkan produksi
tembaga dan emas (eksport berkurang l5%)
serta reklamasibatuan penutup tambang (waste

rock dump) dengan vegetasi lokal dengan biaya
Rp. 1,3 milyar per hektar untuk lahan seluas
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jumlah penduduk dan PAD dibagi dengan luas

wilayah.
Untuk bidang Lingkungan Hidup terhadap

total anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) di bagi dengan jumlah penduduk
(perkapita) pada masing-masing Kab/Kota
nensaruhnva oositif namun kecil atau tidak
strategis meningkatkan pangsa keluarga miskin
dan iusa nensaruhnva oositif namun kecil atau

tidak strategis dalam menurunkan produktifitas
wilayah, pangsa Pendapatan Asli Daerah
(PAD), PAD dibagi dengan jumlah penduduk

dan PAD dibagi dengan luas wilayah.
Hubungan Fungsional Pola Penganggaran

dengan Kinerja Pembangunan untuk
Aspek Produktifitas Penduduk dan Tingkat
Pengangguran

Hasil analisis pola penganggaran di setiap

34 KabA(ota tiga propinsi yakni Bali, NTB dan

NTT menunjukkan bahwa kinerja pembangunan

untuk aspek produktifitas penduduk dan tingkat
pengangguran secara nyata dipengaruhi oleh
pola penganggaran di daerah sendiri dan
tidak dipengaruhi oleh pola penganggaran
daerah lain. Secara rinci hubungan antara pola
penganggaran dengan kinerja pembangunan di
atas adalah sebagai berikut :

Untuk bidang pertanian dan oenanaman

modal pola penganggaran di daerah sendiri
terhadap total anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD) dibagi denganjumlah penduduk
(perkapita) pada masing-masing Kab/Kota
pengaruhnya positif namun kecil atau tidak
strategis meningkatkan produktifitas'wilayah
dan tingkat pengangguran

Untuk bidang penanaman modal pola
penganggaran di daerah sendiri terhadap total
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
dibagi dengan rataan penganggaran persektor

masing-masing Kab/Kota ggrubng
positif namum kecil atau tidak strategis
meningkatkan produktifitas penduduk dan
tingkat pengangguran.

Sedangkan untuk pola penganggaran di
daerah yang menjadi mitra dagang suatu daerah

pada 34 Kab/Kota tiga propinsi Bali, NTB dan

NTT yang mempengaruhi kinerja pembangunan
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untuk aspek produktifitas penduduk dan tingkat
pengangguran adalah sebagai berikut :

Terdapat suatu pola apabila penganggaran

bidang permukiman. kehutanan dan perkebunan

dominan di daerah-daerah mitra dagang
terhadap rataan luas wilayah masing-masing
daerah pengaruhnya positif namun kecil atau

tidak strategis meningkatkan produktifitas
penduduk dan tingkat pengangguran di daerah

sendiri.
Terdapat suatu pola apabila penganggaran

untuk bidang pendidikan dan kebudayaan
dominan didaerah-daerah mitra dagang sedang-

kan pola penganggaran bidang pgrtambangru
dan energi menurun terhadap total anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD) dibagi
dengan setiap sektor (21 sektor) pgaruhnya
pos:iJif namun kecil atau tidak strategis
menurunkan produktifitas penduduk dan ting-
kat pengangguran di daerah sendiri. Produk-
tifitas penduduk dan tingkat pengangguran

akan meningkat jika pola penganggaran dua

sektor diatas berlaku sebaliknya.
Hubungan Fungsional Pola Pengang-

garan dengan Kinerja Pembangunan untuk
Laju Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)

Hasil analisis pola penganggaran di 34

Kab/Kota tiga propinsi yakni Bali, NTB dan

NTT di daerah-daerah yang menjadi mitra
dagang suatu daerah yang mempengaruhi
kinerja pembangunan daerah sendiri
untuk laju Produk Dornestik Regional Bruto
(PDRB) secara rinci adalah sebagai berikut.
Terdapat suatu pola ketika penganggaran
untuk bidang pendidikan dan kebudayaan
dominan di daerah-daerah mitra dagang
sedangkan pola penganggaran bidang
pertambangan dan energi menurun terhadap
total anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) dibagi dengan setiap sektor (21 sektor)
oensaruhnva oositif namum kecil atau tidak
strategis meningkatkan laju produk domestik
regional bruto (PDRB) di daerah sendiri.
Kondisi ini berlaku sebaliknya pada pola
penganggaran dua sektor di atas.

Sedangkan hasil analisis pola penganggaran
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dan batubara meliputi I ) terdapat l0l buah atau
66,89 oh peratrtran perundangan bermotif tata
kelola mineral dan batubara 2) 28 buah atau
18,54 7o bermotif izin dan iuran pertambangan
dan 3) 22buah atau 14,57 o/obermotif analisis
mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Setelah dilakukan seleksi dan klasifikasi
terhadap l5 I peraturan perundangan ditemukan
36 peraturan perundangan yang terkait dengan
aspek ekonomi, lingkungan dan sosial dalam
konteks pembangunan berkelanjutan. Secara

umum hasil analisis menunjukkan untuk
aspek bermotif ekonomi sebesar 18 oA, aspek

lingkungan 4l o/o dan aspek sosial l0 %.
Untuk aspek ekonomi, lingkungan dan

sosial diturunkan lagi dan dilakukan analisis
dengan hasil sebagai berikut : a)Aspek ekonomi
dibagi dalam empat motif dengan hasil yakni I )
iuran, tarif, pajak dan retribusi (ITPR) l3 buah
atau72,22 %. 2) multiplier pendapatan (MP) 2

buah atau I l,l0 oh,3) keterkaitan sektor hulu
(KsHul) I buah atau 5,55 %. 4) keterkaitan
sektor hilir (KsHil) 2 buah atau ll,ll %. b)
Aspek lingkungan dibagi dalam empat motif
yakni l) konservasi (KoN) I I buah atau 26,83
%. 2) reklamasi (ReK) l0 buah atau 24,39 %.

3) rehabilitasi dan revegetasi (ReR) 5 buah
atau 12,19 o/o 4) penanggulangan pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup (PPLKH) l5
buah atau 36,58%. c)Aspek sosial juga dibagi
dalam empat motif yakni I ) pemberdayaan

masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal
(PmeL) 5 buah atau 507o. 2) pengentasan
kemiskinan dan pengangguran (PeKP) I buah
atau l0%.3) serapan tenaga kerja lokal (StKL)
2 buah atau 2 %. 4) resolusi konflik (RK) 2

buah atau 2 o/o.

KESIMPULAN

Dari ketiga hasil tujuan penelitian ini terlihat
adanya kesenjangan yang besar antara harapan

dan kcnyataan serta kesalahan paradigma dan

kerangka pikir transformasi pertambangan
ke non pertambangan untuk sektor pertanian
(unrenetvable resources/ dari pusat hingga
ke dacrah penelitian kearah tercapainya

di setiap 34 Kab/Kota tiga propinsi yakni Bali,
NTB dan NTT menunjukkan bahwa kinerja
pembangunan untuk aspek laju produk domestik
regional bruto secara nyata dipengaruhi oleh
pola penganggaran di daerah sendiri dan
tidak dipengaruhi oleh pola penganggaran

daerah lain. Secara rinci hubungan antara pola
penganggaran dengan kinerja pembangunan

diatas adalah sebagai berikut :

Untuk penganggaran bidang administrasi
LgvV9

nemerintahan. kesehatan. nendidikan dan

kebudavaan. sosial. pekeriaan umum.
perhubun gan. I ingkungan hidup. keoendudukan.

nertanian. keoariwisataan. oerindustrian dan
perdagangan. E:rkoperasian di daerah sendiri
terhadap total anggaran pendapatan belanja
daerah (APBD) dibagi dengan luas wilayah
masing-mas in g Kab/I(ota pengaruhnya positif
namum kecil atau tidak strategis meningkatkan

laju PDRB.
Untuk penganggaran bidang pgrtani4n-dan

penanaman modal didaerah sendiri terhadap

total anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD) di bagi dengan jumlah penduduk
(perkapita) pada masing-masing Kab/Kota
nensaruhnva oositif namun kecil atau tidak
strategis meningkatkan laju PDRB.

Tujuan ketiga yakni identifikasi
permasalahan peraturan perundangan
tentang pertambangan dan kebijakan yang
diperlukan dari tingkat pusat hingga ke
wilayah penelitian.

Untuk menjawab tujuan ketiga dilakukan
analisis isi (content analysisl terhadap l5 I
peraturan perundangan menyangkut UU No.
412009 tentang mineral dan batubara beserta

turunannya yang masih diberlakukan merujuk
pada UU No. lll1967 tentang ketentuan pokok
pertambangan. Adapun turunan peraturan
perundangan itu berupa peraturan pemerintah
(PP), keputusan presiden (Kepres), instruksi
presiden (lnpres), surat keputusan bersama
(SKB), keputusan menteri (Kepmen) hingga
ke peraturan daerah (Perda) di Kabupaten
Sumbawa Barat yang merupakan wilayah
penelitian. Hasil analisis isi menunjukkan
bahwa motif peraturan perundangan mineral
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tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga
temuan hasil penelitian saling memperkuat
di mana kecilnya kontribusi sektor pertanian

dalam PDRB tidak didukung oleh kebijakan
pengganggaran yang signifikan pada sektor
tersebut hal ini semakin diperlemah dengan
tidak adanya kebijakan pemerintah untuk
mendorong transformasi tambang ke pertanian

clalam arti luas yang merupakan sumberdaya
terbarukan (renewable resources). Upaya
untuk mengembangkan rantai pohon industri
sektor pertanian harus pula ditopang oleh
penganggaran dan kebijakan yang memadai.

REKOMENDASI

Perlunya kebijakan yang terintegrasi
dari pusat hingga ke tingkat lokal dalam hal
ini pernerintah Kabupatan Sumbawa Barat
NTB (tempat beroperasinya tambang tembaga
dan emas proyek Batu Hijau PT. Newmont
Nusa Tenggara) yang lebih konkrit, terukur
dan terencana. Kebijakan tersebut tertuang
dalam strategi besar (grand strategy) yang
menjadi peta jalan (road map) sekaligus
exit strategi pembangunan dalam rangka
mengurangi ketergantungan pada satu sektor
yakni pertambangan yang tidak terbarukan
(unrenewable resourcesl ke sumberdaya
lokal terbarukan (renewable resources) untuk
menghindari suasana Kabupaten hantu (ghost

regency) pasca tambang tahun 2023. Sa-lahsatu

instrumen pembangunan tahunan terpenting
yang bisa diarahkan untuk menjawab tujuan
di atas adalah arah yang jelas, optimal dan
tepat sasaran dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KSB.
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